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Mengingat

PEMERINTAR KOTAMAD'YA DAERAM TINCAAT 11
MO JODKERTDO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1950
: TENTANG
PERUVBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTC NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANARN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

: bahwa berhubuag ketentuan besarnya tarip retrebnsi alas pemberian

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Jan Perubahan dalam rangka
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk  sebayaimans diatur  dalam
Peralturan Daerah Kobtamadya Daerah Tingrat II Mojokerto KNowor 5
tahun 1978, yany telah diubah terakhir dengan Peraturan  Dasrah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerbo Nowmor 11 tahun 1984 sudah
tidak sesual lagl dengan perkembangan keadaan, make diparndang
perlu untuk diadakan perutahan dengan menuangkan ketentuan peru-
bahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

t 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Puokok-pokok  Pemerin-

tahan di Daerah ;

2. Undang—undang Nomor 17 tahua 1950 tentany Pembentuken Daerah
Kote Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 197$ tentarsy Pemerintahan Desa ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1557 tentany Peraturan Umuam
Retrebusi Daeral: ;

(5,

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1582 teniany Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinghat 11 Mojokerto ;

6. Keputusan Presiden Republik Indoresia Nomor 52 Lahun 1377
-Lentanyg Pendaftaran Penduduak ;

7. Peraturan Menteri Dalam Nege:i Nomor & tahun 1977 tentany
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

8. Peraturan HMenteri Dalam Negeri Nomor &/ Lainin 1983 tenlang
Bentuk Peraturan Daerah Perubatian ;

9. Keputusan Menterl Dalaw Negeri Nowor 404 tehon 1377 tentany
Fedoman Penyusunan Peraturan Deerah Tingkat I1 teniany Kartu
Keluarga, Karlu Tanda Pendudux dan Perubahen dalam  Rancka
Pelgksanaan Pendaftaran Pentuduk ;

10. Kepulusan Menteri Dalam Negerl Nomor 45 talwn 1990 tentang
Perubahan Pasal 7 ayat 2 lampiran Kepubusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pendoman Penyusunan
Pergluran Daerah Tingkat II Lentang Kertu Keluargs, Kartu
Tanda  Penduduk dan Perubshan dalam Rangka  Pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkal 11 Mojoxerto Nomor 3
tahun 15381 Lentang Susanan Urganisasi dan Tata Rerja Pemerin-
tal, Kelurahan.



Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negerl tandgal le Seplember 1585 DNNomor
474.4/5308/PUOD perihal Beaya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga ;

2. Surat Menter Dalam Negeri tanggal 4 Juni 1930 Nomor 470/1891/
PUOD perihal Pelaksanaan Registerasi Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojokerto,

Menetapkan

MEMUTUESEKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTC TENTANG

PERUBAHANY KETIGA DERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, XKARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK .

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Mojokerto
Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keludrga, Kartu Tanda FPenduduk
dan Perubahan dalam rangka pelaksansan Pendallazan Penduduk  yanyg
telah dJdisabhkan dengan Surat Keputusan Oubernur Kepala Daerah
Tinkgat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nomor : 128778 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Mojokerto Nomor 3/B tanggal 10 Mel 1978 Seri B yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojukerto

a. Nowor 1 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daeréh
Tingkat I1 Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluar—
ga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksa-
naan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Xeputusan
Geberrir Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timux Nomor :  276/P
tahun 1983  tanyugal 21 September 1983 dan  diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkal I1 MoJjokerto Nomor
6/B tahun 1983 Seri B ;

b. Nomor 11 tahun 1984 tentan Perubahan kedua Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah' Tingkat 11 Mojokerto Nomor 5 tahun 1978
tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendikiuk dan  Perubahan
dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah
disahkan Qenyan Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkal I
Jawa Timur Nomor 115/P tahun 1985 tanggal 24 April 1985 dan
diundangkan dalan Lembaran Daerah RKotamadya Daerah Tingkat IT
Mojokerto Nomor 3/B tahun 1985 Seri B, diubah lagi sebayal
berikut :

B, Pasal 8 ayat (2), diubah dan harus dibace sebagal berikut !
(2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 {empat) yang merupakan
data administrasi bagi Kepala Keluarys, Ketua Rumah
Tangua, Kepala Kelurahan atau Kepala Desa dan Camat.
B. Pasal § ayat (2), diubah dan harus dibace sebagal berikut
{2} Kartu Tanda Penduduk (KTP} berlaku selama 3 (tiga)
tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
C. Pasal 10 ayat (2} dan (3) diubah dan haruws dibaca sebagai
berikut :
(2) Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dikenakan retrebusi sebagal berikut :

a. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia (WNI}
sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah} ;



b. Kartu Keluargé untuk Warga Negara Asing (WNA) sebe-
sar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah} ;

¢. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia
sebesay Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)} ;

d. Kartu Tanda Penduduk uniuk Warga Negar Asing (WNA)
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

ketentuan harga atau biaya tersebut tidak termasuk
biaya pembuatan pas photo.

(3) Retrebusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, merupakan
penerimaan yang dimasukkan ke kas Pemerintah Daerah
setelah dikurangi 10 % (sepuluh prosen) untuk biaya
penvelenggaraan di Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.

D. BAB V dan Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

BAB V¥V
KETENTUAN PIDANA DAN
PENYIDIKAN

Pasai 11

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal
2,3 ayat (1), A ayat (1), 5, 6 ayat (1} dan 10 ayat (2}
Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, adalah pelanggaran.

E. Setelah Pasal 11 ditambahkan Pasal 11 A sebagai berikut :

Pasal 11 A
(1} Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas
pelanguaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri 8ipil d4i Lingkungan Pemerintah
Daerah vyang pengangkatannya ditetapkan Dberdasarkan
Perundang-undangan vang berlaku ;

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

a. menerima  laporan atau pengaduan dari  seseorang
tentang adanya tindakan pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

C. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseocrarny ;

£. memanggll seseorang untuk didengar dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahil yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemer iksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidax
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan pelanggaran dan selanjutnya  Penyidik

member itahukan hal tersebut kepada Penuntut Unnum,
tersangka atau keluarganya.



(3) Pejabat Penyidik Pegawal Negerl Sipll, membuat Dberita
acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka ;
b. memasukai rumah ;
c. penyitaan benda ;
d. pemeriksaan surat ;
e, pemeriksaan saksi ;
f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan
kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSARN.
Pasal I1I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. '

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, meme-
rintahkan Pengundangan Peraturan Daesrah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto.

# :
Mojokerto, 7 Nompember 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTC
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONG, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 26 Januari 1991 Nomox 27/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERBH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayan/Daerah
(Bidang Pemer intahan)

Cap. ttd.
Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerta Tahun 1991 Seri B tanggai 18 Januari 1991 Nomor:
1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap.ttd.

Drs. 80 1 M1
NIP. 010 D45 24

N
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I.

IT.

PENJELASAN
ATAS

DERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 13978
TENTANG KARTU KELURRGA, KARTY] TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarip
retribusi pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalan
rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, karena tarip pungutan retribusi
tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor
5 tahun 1978, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II MOjokertc Nomor 11 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan dewasa ini, maka dipaMdang perlu untuk diadakan perubanan,
dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,
Hal ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebubt dalam Surat Men-
teri Dalam Negeri tanggal 18 September 1589 Nowmor 4744/3508/PUOD Juncto
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timuy tanggal 18 Oktcber 1983 |
Nomor 474.4/27439/011/1989 perihal biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP} dan
Kartu Keluarga (KK) serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juni 1399
Nomor 470/1891/PUOD dan tanggal 13 Juni 1990 Nomor 4744/1654/8J Junctc Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Agustus 193C Nomor
474.4/24013/011/1990 peribal pelaksanaan Regitrasi Penduduk.

PENJELASAN PASAL D PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.



